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Menimbang:

Mengingat:

a.

b.

c.

BUPATI PELI\LIIWAIY,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 317 Pada ayat
(l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang
perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 316 Pada
ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD
untuk memperoleh persetujuan bersama ;

bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2Ol8 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum
Perubahan APBD serta prioritas dan plafon Perubahan anggaran
yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan
DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pelalawan Tahun Anggaran 2O18;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 39O2); sebagaimana telah
diubah teralhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO8

(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 107'
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

1.

2.

i



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355];

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ([,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwa-kilan Rakyat Daerah
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturar Gaji Pegawai Negeri Sipil (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 20O0 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45O2);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang Dana
Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05
Nomor 137, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OlO Nomor l1O, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor l4O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O05 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2Ol2
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2O10 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201O Nomor 123 Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralcyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106)

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2O18 Nomor 33);



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor 31O);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2O18 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 465);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Ol7 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O18 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 825);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pelalawan Tahun Anggaran 2O18 (kmbaran Daerah Kabupaten
Pelalawan Tahun 2O18 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERA?llRAlt DAERAII TEI|TAIIG PERITBAHAT AI|GGARAT

PEITDAPATAN DAX BEL/IITJA DAERAII KABI'PATEIT PELITI,AWAIT

TAHI'IT ATq}ARAI{ 2018.

Pasal I
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol8

semula berjumlah Rp. 1.429.630.451.24d,CrO bertambah/berlerrcn6

sejumlah Rp. 90.825.976.125",66 sehingga menjadi

Rp. 1.52O.456.427.9;69,6 dengan rincian sebagai berikut:

Dengrn PeractqJuan Berrana

DEWAIT PERWAIIIL/UT Rfi(YAT DA.ERAII KAEUPATEIT PELIILITWAIT

dan

BT'PATI PELIILITWAI|



1 Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 1.385.6 1 3 .667.96a,OO

Rp. 53.736.709.283,41b. Bertambah/b€d<#B
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.439.350.377.251,4)'

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.245.473.12O.213,00

Rp. 274.983.3O7.156,66b. Bertambah / ge+lea+a€€

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.520.456 .427 .369,66

Surplus/ (Defisit) setelahPerubahan (Rp. 81.106.050.118,25)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

l) Semula Rp. 44.O16.783.276,oO

Rp. 37.O89.266.842,252) Bertambah/b€+lqc{q
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 81.106.050.1 18,25

b. Pengeluaran

l) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0.00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0.00

Jumlah Pembiayaan Netto
setelah Perubahan Rp. 81.106.050.118,25

Sisa lebih pembiagaan anggaran
setelah Perubahan RP. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula RP. 133.693.290'213,00

2) B,e++mbeh/ berkurang Rp. 134.827 .605.59

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan Rp' 133'558.462.607,41

b. Dana perimbangan

1) Semula

2) B,erta*$*/ berkurang

Jumlah dana perimbangan
setelah Perubahan Rp. 1.073.665 .Ol7 ,644,OO

Rp. l.O7 4.625.7 16.000,00

Ro. 960.698.356.00



c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

l) Semula Rp. 177.294.661.755,00

2) Bertambah / Uedrura*S Rp. 54.832.235.245,OO

Jumlah lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah Perubahan Rp.232.126.897.000,0O

(2) Pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 54.855.250.000,00

2) Bertambah/geg<re Rp. 1.245.690.000,00

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah Perubahan Rp. 56.100.940.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula

2 ) Berte*Seh/ berkurang

Jumlah retribusi daerah
setelah Perubahan Rp. 10.904.976.800,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

l) Semula Rp. 15.888.750.000,00

2) Ee+taam$ee/ berkurang Rp. 5.260.099 .918.00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah Perubahan Rp 10.628.650'082,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula RP. 51.932.938.413,00

2) Bertambah/S€rkffi Rp 3.990.957.3 12.4t

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
setelah Perubahan Rp. 55.923'895.725,41

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula RP. 294.507.561.000,00

2) Be+#/ berkurang

Jumlah dana bagi hasil
setelah Perubahan

960.698.356.00Rp.

Rp. 293.546.862.644,OO

Rp. 11.016.351.800,00

Rp. 1 I 1.375.000.00



b. Dana alokasi umum
1) Semula

2) Bertambah/ berkurang
Jumlah dana alokasi umum
setelah Perubahan

b. Dana darurat
1) Semula

2) Bertambah/berkurang

Jumlah Dana Darurat
setelah Perubahan

169.518.s 18.000,00

0.00

Rp. 48.550.200.000.00

R 0 00

RP 5.s22.O00.000,00

610.599.637 .000,00

Rp. 6 1O.599.637.000,00

c. Dana alokasi khusus
1) Semula

2) Bertambah/ berkurang
Jumlah dana alokasi khusus
setelah Perubahan Rp. 169.518.518.000,00

2) Bertambah/J@
Jumlah Pendapatan hibah
setelah Perubahan Rp. 48.550.200.000,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak
l) Semula Rp. 87.853.605.755,00
2) Bertambah/l@ Rp. 46.394.245.OO

Jumlah Dana bagi hasil pajak
setelah Perubahan Rp. 87.900.000.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus
1) Semula Rp. 89.441.056.000,00

2) Bertambah/b€dffi Rp. 7 13.64 1 .000.00

Jumlah Dana penyesuaian dan Otonomi khusus
Setelah Perubahan Rp 90.154.697.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah
lainnya

1) Semula Rp. 0,00

Rp.

Rp. 0,00

Rp.

Rp.

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/b€drffi
Jumlah Bantuan keuangan
dari provinsi atau dari pemerintah
daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 5.522.000.000 00



f. Lain-lain Penerimaan yang Sah

1) Semula RP. 0,o0

0.002) Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah Lain-lain Penerimaan
yang Sah setelah Perubahan Rp. 0,o0

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :

a. Belanja Tidak langsung

1) Semula RP.69 1.669.749.184,00

2) Bertambah/ged*u*eng Rp 109 .721.r57 .516,OO

Jumlah belanja tidak langsung
setelah Perubahan Rp. 801.390'906'700,00

b. Belanja Langsung

l) Semula RP.553.803'371.029,00

2) Bertambah/Uertrrce
Jumlah belanja langsung
setelah Perubahan Rp. 7 19.065.52O.669,66

(21 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

l) Semula

2) Bertambah/gedm*S
Jumlah belanja pegawai
setelah Perubahan

b. Belanja bunga

1) Semula

c. Belanja subsidi

1) Semula

Rp. 165 .262.r49.640,66

Rp. 504. 178.627 .295,OO

Rp. 0,00

0.00

Rp. 0,00

0.002) Bertambah/ berkurang Rp.

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp' 0,00

2) Bertambah/ berkurang Rp.

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp' 0,00

Rp. 489.830.454.650,00

Rp. 14.348. 172.645.00



d. Belanja hibah

l) Semula

2) Bertanba#/berkurang
Jumlah belanja hibah

setelah Perubahan

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula

2) Bertambah / berkurang

Rp

Rp.

Rp.

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah Perubahan

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp.

10.225.500.000,o0

300.000.000,00

Rp. 9.925.500.000,00

Rp.

2.157.630.000,00

0.00

Rp. 2.157.630.000,00

2) Bertambah/Se**arg
Jumlah belanja bagi hasil
setelah Perubahan

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula

2) Bertambah/Ue*srenC
Jumlah belanja bantuan
keuangan setelah Perubahan

h. Belanja tidak terduga

1) Semula

2) Bertambah/ferku*#E
Jumlah belanja tidak terduga
setelah Perubahan

6.s87.160.180,00

113.431.500,00Rp.

Rp. 6.70O.591.680,00

Rp. 182.369.004.354,00

Rp. 71 .641.OO0.00

Rp. 183.082.645.3s4,00

Rp.

Rp.

Rp. 6.765.379.887.00

soo.o00.oo0,00

94.845.912.371,OO

Rp. 95.345.912.371,00

(3) Belanja l,angsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri darijenis belanja :

a. Belanja pegawai

l) Semula Rp. 58.726.091.889,00

2) Bertambah/geg**a#S

Jumlah belanja pegawai
setelah Perubahan Rp. 65.491.471.776,OO

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp.372.654.860.426,00

2 ) Bertambah /bcrktr+ei+E RD. 77.844.062.883.1 1

Jumlah belanja barang dan jasa
setelah Perubahan Rp.450.498.923.309,11



c. Belanja modal
1) Semula

2) Bertambah/fer*uraag
Jumlah belanja modal
setelah Perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula

2) Bertambah/Ue*n*a*e

Jumlah penerimaan
setelah Perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula

2) Bertambah / berkurang

Jumlah pengeluaran
setelah Perubahan

Rp.81.106.O50. 118,25

Rp. 122.422.418.7 14,OO

Rp. 80.652.706.870.55

Rp. 44.016.783.276,OO

Ro. 37.089.266.842.25

Rp

Rp

0,00

0,00

Rp 0 00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya
(siLPA)

l) Semula Rp. 44.016.783.276,00

2 ) Bertambah / Ue+te#aflC Rp. 37.O78 .766.842.25

Jumlah SiLPA tahun €rnggaran
sebelumnya setelah Perubahan Rp. 81.095.550.118,25

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp. 0,00

0.00

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah pencairan dana cadangan
setelah Perubahan

Rp.

Rp 0,00

2) Bertambah / berkurang

Jumlah hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah Perubahan RP.

0.00

0,00

Rp. 2O3.075. 125.584,55



d. Penerimaan pinjaman daerah
1) Semula

2) Bertambah/berkurang

Jumlah peneriman pinjaman
daerah setelah Perubahan Rp. o,00

e. Penerimaan kembali pemberian.pinjaman
1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/ b€d<ffi Ro 10.s00.000.00

Jumlah peneriman kembali pemberian
pinjaman Setelah Perubahan Rp. 10.500.000,00

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula

2) Bertambah/berkurang

Jumlah peneriman piutang
daerah setelah Perubahan

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula

2) Bertambah/ berkurang

Jumlah pembayaran cicilan
pokok utang yang jatuh tempo
setelah Perubahan

Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pembiayaan :

Rp. 0,00

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
1) Semula Rp. 0,OO

2) Bertambah/ berkurang Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi)
daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

Rp

Rp

0,00

0,00

Rp. 0,00

a. pembentukan dana cadangan

1) Semula

2) Bertambah/berkurang

Jumlah pembentukan dana
cadangan setelah Perubahan

Rp. 0,00

Rp. 0.00

Rp. 0,00

Rp. 0.00

Rp. 0,00

Rp. 0.00



d. Pemberian pinjaman daerah
1) Semula RP 0,00

2) Bertambah/ berkurang R 00

Jumlah pemberian pinjaman daerah
dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan PembiaYaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset

10.

tetaP

Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset
lain-lain

Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah

Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

11.

12.

13.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan Perubahan APBD.



Paaal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 8 Oktober 2Ol8
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M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalaa Kerinci
pada tanggal 8 Oktober 2Ol8
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